
Menimbang

SAI,I},\\

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAIVA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2O2O

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasat 17 ayat (21 l)oratur?tn

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O tcntang Pemberian 'l'unjzrngan I lari
Raya Tahun 2O2O kepad,a Pcgawai Negeri Sipil, Prajurit 'l'cnlirr;r N:rsional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Rcpublik Indoncsia, l)cgaw:ri

Nonpegawai Negeri Sipil, dem Pencrima I)ensiun atau 'l'u njangan

(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2O2O Nornor 132.

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indone sia Nomor (>5 i5) rl;.rn

sesuai Nota Dinas Plt. KepeLla t3adan l)cngr:lola Kr:uanqirrr l);rr.r Ar.;r.r

Daerah Kabupaten Kediri tanggal ll Mci ,t0.10 \orrror
9OO / 267 O / 4 18.5L / 2O2O perihal Pcraturan l3u pati tcnr:rnll l 

)crnt;t:rran

Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kcpada PNS Kabupatcn l(r:rliri sr:rtar

Berita Acara tanggal 13 Mci 2020 Nomor gOOl'1347 l4)8.5t l2O2O
tentang Rapat Pembahasan Peraturan llupati Kcdiri tcntzrng l)ctunjuk
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kcp:r<la l)cgawai

Negeri Sipil Kabupaten Kediri, pcrlu mcnJrusun pctunjuk tcknis gunir

mengatui pelaksanaan pembcrian Tunjangan Llari [layzr 'l'ahun 2O2O

kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kcdiri;

bahwa berdasarkal pertimbangan scb:rgaimana dimaksurl <.lirlrrnr h ur.rr I a
perlu menetapkan Peraturan tsupati tontang l)ctunluk 'l'clinis ltmbcritrn
Tunjangan Llari Raya Tahun 2020 kcpada I)cgau,ai \t gcri Sipil

Kabupaten Kediri;

b.



Mengingat l.

2.

3.

4.

'2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan l)acrith

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi .J:rwa 'l'imur

sebagaimana telah diubah dcngern Undang-Undang Nomor 2 'l'ah u n

1965 tentang Perubahan Batas Wilayzrh Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dcngan mcngubah Undang L.'rtd;rtrg Nontor

12 Tahun l95O tentang Pembcntukan l)acrah-dacrah halrupatcn dalatn

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (l,cmbaran Ncgara l?cpulrlik In<iont:siet

Tahun 1965 Nomor 19, 'l'ambahan l.cmbaran Ncgara Ilcpublik

lndonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Kcuzrngan Ncgara

(l,embaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2003 Nomor 4 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 42t16);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ncgar:r

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ij, 'l'ambahan

Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tcntang lt'urbcntukirn

Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Ncg:rra llcpril;lik Inrlonr:siir

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgirr;r llt:publik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah clcrrgrln Unrlang

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tcntzrng Pcrubaharn ,\tas Unrlirrrg

Undang Nomor l2 Tahun 201I tcntang Pcmbcntukan l)craturan

Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Republik lndoncsia'l'ahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmcrintahan l)acrah

(lrmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2O l4 Nomor 244 .

Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndoncsia l(ornor :l:)871

sebagaimana telah diubah bcbcrapa k:rli tcrzrkhir dt'rrrltrn LJnrlang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kcdua At:rs Unrlzrng

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang l)cmcrint;rh;rn I)acr:rh

(Lembaran Negara Republik Indone sia 'lahun 20 l5 Nonror 5u,

Tambahan kmbaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 l9 tcntang l)cngclolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsizr 'l'ilhun 2Ol9

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor

6322],;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 'l'ahun 2O2O tcntang l)cmbcrian

T\rnjangan Hari Raya Tahun 2020 kcpada l)cgawai Ncgr:ri Sipil. l)rajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kcpolisian Ncgiara llcpublik

lndonesia, Pegawai Nonpegawai Ncg<:ri Sipil, d:rn I)cncrrrna I)t'rrsiurr,

atau Tunjangan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonr:sia 'l'ahun 2020

Nomor 132, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Incloncsr;r N<>mor

6515);

5.

6.

7.



8.

9.

3

Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang

Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah sctlagaimala lt:lah cliubah

beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentc'ri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman l)cngclolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara t?cpublik Indoncsizr 'l'ahrrn 2O I I

Nomor 3I0)l
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 ]'ahun -10ll) t(rnt:tng

Pembentukal Produk Hukum l)acrah ([]crita Ncgara llcpr:l;lili Indorrr:si:t

Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dcngan l)craturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O I 8 tentang l)crubahan Atns

Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Nomor IJO Tahun 20 15 tcntang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Bcrita Negara Republik lndoncsia

Tahun 2O 18 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tcntarlg

Pedoman Penyrrsunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja l):rcrah 'l'ahun

Anggaran 2020 (Berita Negera Republik Indoncsia Tahun 20I9 Nornor

6ss);

I 1. Peraturan Daerah Kabupatcn Kcdiri Nom()r 4 'l'ahun l0 l() tctrtang

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggirran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Ke diri 'l'ahun 20 l9 Nomor 4 ):

12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 4l Tahun 2O19 tcntang l)cnjatraran

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2O2O

(Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol9 Nomor 41) scbagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Pcraturan l)r.rpati Kcdiri

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pcrubahzrn Kedua Atas l)cr:rtur.in llupati

Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran l)cndapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Bcrita Dacrah Kabupatcn

Kediri Tahun 2020 Nomor 14);

10.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
TUN.]ANGAN HARI RAYA TAHUN
SIPIL KABUPATEN KEDIRI.

PBTUN.JUK TDKNIS I'IiMI]I'ITIAN
2O2O KEPADA PEGAWAI NI'(IEIII

BAB I
KETENTUAN UMIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pcgawar Negeri Sipil Kabupaten Kediri yang sclzrnjutnya disingkat [)NS :rdzrlirh warg:r

ncgara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbagzri P<.'gau'at Al)aratur

Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kcpcgawaian untuk mcr-rdudul<i

jabatan pemerintahan dan ditempatkan di Pemerintahan Kabu patcn Kcdiri
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2. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Al'lll) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yzrng dibahas dan rlisctttjui
bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilaan Rakyat l)at:rtrh. dzrn

ditetapkan dengan peraturErn daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat lbngcbla

Kcuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas scbagai bcndahara umurn d:rt:rzrh.

5. Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkart Slil)l) zrdalair pr'titttgkaL

daerah pada pemerintah daerah selaku pcngguna anggaran/ pcngguna bzrrarrg.

6. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SI)l) :rdzrlah dokLtrnt'tt titt'tg
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pclitl<sitn:litrt

kcgiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pcrmintaan pcmbayarirrt

7. Surat l)erintah Membayar yang selanjutnya disingkat SI']M adalah doktrrr:cn vang

digu nakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pcngguna anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas bcban pcngcluaran l)okumcn
Pelaksanaan Anggaran SKPD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah d<>lcumcn

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang ditcrbitkan ok:h llLJl)

berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2
(1). Penerima Tunjangan Hari Raya yang bersumbcr dari APIII) Kabupaten Kt:cliri itdrtl:th:

a. PNS;

b. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pcmcrintah diluar I)t:rn<:rintah

Kabupaten Kediri yang gajinya dibayarkan pada Pcmcrinlah Kabupatcn Kt:dtril

c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioncr atau

anggota lembaga nonstruktural yang gajinya dibayarkan pada l)cmt:rintah
Kabupaten Kediri;

d. PNS yang diangkat sebagai Kepala Desa dan/atau yang melaksanal<an tugas

sebagai Perangkat Desa yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupatcn

Kediri;
e. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninglIal dunia, tcwas atau gugtrr:

f. Penerima gaji dar-i PNS Kabupaten Kediri yang dinyatakan hilang: dar.r

g. Calon PNS.

PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruia mcliputi l'NS dalam jal>.rr;rtr

a. administrator atau dalam jabatan yang sctara jabatan administratorl
b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pcngawas;

c. fungsional ahli madya;
d. fungsional ahli muda;
e. fungsional ahli pertama;
f. fungsionalpenyelia;
g. fungsional mahir;
h. fungsional terampil;
i. fungsional pemula;. dan
j. pelaksana.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS vang scderng

mcnjalani cuti diluar tanggungan negara dan yang ditugaskan di Itt;tr lnsl;ttrsi
pemerintah baik didalam maupun di luar ncgcri yang gajinya dibayar olt'lr it.tsl:rrrsi

tempat penugasan.

l2l

(3)



(1)

12)

:)

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu scbcsar

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebclum bulan Hari Raya.

Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bul:rn Ilari liava

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan scbcsar penghastlan yang

seharusnya diterima tarena berubahnya penghasilan, kcpada yang bcrsangkutztn

tetap diberikan selisih kekurangan Trrnjangan Hari ltaya.

Pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibcrikan bagi PNS mcliptrti girji

pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tun1angan umum.
Pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibcrikan bagr Calon I)\S rnt:liptrti

8O% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan kcluarga, dan lunirtngitn

iabatan atau tunjangan umum.
Pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dikcnakzrn potongan iuri-rn

dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikcnakan pajak pcnghasilan

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

Pembayaran Tunjangal Hari Raya sebagaimana ayat (1) dibcbankan pader anggararn

masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2O2O.

Pasal 4
Pcnghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) dibcrikan bagr pt ncrirrri-r

gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tcwas yaitu sebesar pcnghrrsilan I

(satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan llari llaya.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana ayat (l) dibcbankan pada anggaran

masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5
Dalam hal PNS menerima lebih dari I (satu) penghasilan scbagaimana dimaksud
Pasal 3 ayat (l) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahn-va

lebih besar.
Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) T\.rnjangan Hari Raya maka kclcbihzrn
pembayaran tersebut mempakarr utang dan wajib mcngcmbalikan kcpirrla nr:*:rra

sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)

(s)

(6)

17)

(1)

(r)

12)

l2l

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6
(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat lO (sepuluh) hari kcrja scbclum

tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bclum dapzrt

dibayarkan, T\rnjangan Hari Raya dapat dibayarkeLn setelah tanggal Hari llarya.

' Pasal 7
'l'ata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Ilarri llaya
bcrpcdoman pada peraturan perundang-undangan m<:ngcn:ri pt:ngclola;rn kt'rrirngan

daerah.



BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

Pcrtanglungjawabal dan pelaporan Tunjangan Hari Raya bcrpcdoman pada pcr:rturan

pcrundang-undangan mengenai pengelolaal keuangan dacrah.

BAB VII
K TENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturiln llupati Kcdiri \onror l(r

l'ahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pcmberian Tunjangan llari Ilaya d,ln l'r'rrrtrcnrur

Gaji atau 'lunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Ncgcri Sipil, tlupati, Wakil llupati,
Ketua DPRD, Waki-I Ketua DPRD dan Anggota DPITD Kabupatcn Kcdiri (Rcrita l)zurrerh

Kabupaten Kediri Tahun 2O19 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1O

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Kcdiri ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

pcngundangan Pcraturan Iiup:rti
Kabupatcn Kcdiri.

l)itct:rpkan di Kcdiri

pada tanggal 14 5 2O2O

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 - 5 - 2O2O

SEKRETARIS DAERAII I(ABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 19

Salinan sesuai dengan asliny'a
A.N SEKRETARIS DAI]RAI I

Asisten Administrasi Pemerinlahan
dan Kesejahteraan Rakyat

PIt. Kepala

l'cnata l'k I

u.b
gian /lukunr

NtP. 19661125 t98903 I0t)


